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KEMENTERIAN KEUANGAN. Pengawasan.
Pengendalian Barang Milik Negara. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 244/PMK.06/2012
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan
dan Pengendalian Barang Milik Negara;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon
| Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang
dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan
tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

3. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan
sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga dengan tidak
mengubah status kepemilikan.

4. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.

5. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang
dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan/atau
Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya.
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Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta-
fakta, melakukan peninjauan dengan tujuan memperoleh jawaban
atas pertanyaan-pertanyaan (peristiwa-peristiwa) yang berkaitan
dengan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN.

Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah
perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan.

Lembaga adalah organisasi non kementerian lembaga dan instansi
lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas
tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan
pengelolaan BMN.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan
BMN.

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disingkat
DJKN, adalah unit organisasi eselon | pada Kementerian Keuangan
yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang, dan
lelang, yang merupakan pelaksana pengelolaan BMN di tingkat pusat
pada Pengelola Barang.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut
Direktur Jenderal, adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.

Kantor Wilayah DJKN, yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN, adalah
instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang merupakan
pelaksana pengelolaan BMN di tingkat wilayah pada Pengelola Barang.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya
disingkat KPKNL, adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN, yang
merupakan pelaksana pengelolaan BMN di tingkat daerah pada
Pengelola Barang.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2012, No.1352 4

(1)

(2)

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan terhadap:

a. BMN;

b. pelaksanaan pengelolaan BMN; dan/atau

c. pejabat/pegawai yang melakukan pengelolaan/pengurusan BMN.

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang meliputi:

a. pemantauan; dan
b. penertiban.

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh
Pengelola Barang meliputi:

a. pemantauan; dan
b. Investigasi.

Bagian Ketiga

Objek

Pasal 3
Pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang meliputi pelaksanaan:
a. Penggunaan;
Pemanfaatan;
Pemindahtanganan;
Penatausahaan; dan

® Qo0 o

pemeliharaan dan pengamanan,
atas BMN yang berada di bawah penguasaannya.

Pemantauan dan Investigasi yang dilakukan oleh Pengelola Barang
meliputi pelaksanaan:

a. Penggunaan BMN;
b. Pemanfaatan BMN; dan
c. Pemindahtanganan BMN.
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BAB Il
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang
Pasal 4
Menteri/pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang berwenang dan

bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian BMN pada
Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4)

(5)

meliputi:

a. melakukan pemantauan atas pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan
dan pengamanan BMN;

b. melakukan penertiban atas pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan
dan pengamanan BMN;

c. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang
terhadap hasil pemantauan dan Investigasi terkait pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN,;

d. dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk
melakukan audit atas tindak lanjut hasil pemantauan dan
penertiban BMN sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b;

e. menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf d
sesuai peraturan perundang-undangan.

Menteri/pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat menunjuk
pejabat struktural pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan
untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) guna melakukan pemantauan dan penertiban
BMN yang ada pada Kuasa Pengguna Barang.

Menteri/pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang harus membuat
prosedur kerja pengawasan dan pengendalian BMN yang diberlakukan
pada lingkungan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Wewenang dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang untuk
kantor/satuan kerja yang dipimpinnya mutatis mutandis berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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